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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG     

Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang telah 

lama terlibat aktif dalam berbagai organisasi internasional yang berfokus pada bidang 

ekonomi dan perdagangan internasional. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia 

menjalin kerjasama dengan negara-negara lain melalui berbagai forum internasional, 

baik di tingkat regional maupun global. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi 

seperti Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Group of Twenty (G20), 

Asian-Pasific Economic Cooperation (APEC) dan Regional Comprehensive Economic 

Partnership (RCEP) yang mendorong integrasi ekonomi, perdagangan dan kerjasama 

investasi baik di kawasan Asia-Pasifik maupun global (Kemenko Perekonomian, 2023). 

Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam forum lainnya seperti IMF dan Bank Dunia 

yang berperan penting dalam stabilitas ekonomi global dan mendukung kebijakan 

pembangunan ekonomi domestik.             

Selain keterlibatannya dalam organisasi regional dan multilateral, Indonesia juga 

berkomitmen untuk terus memperkuat posisinya dalam dunia perdagangan 

internasional dengan menjalin kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara maju. 

Salah satu upaya yang ditempuh Indonesia adalah dengan melalui kerjasama dengan 

OECD (Jatmiko, 2023). OECD sendiri menjadi salah satu organisasi yang membantu 

negara-negara menyusun kebijakan ekonomi agar lebih siap menghadapi persaingan 

global. Sebagai negara berkembang seperti Indonesia, kerjasama dengan OECD 

menjadi peluang besar dalam memperbaiki kebijakan ekonomi dalam negeri agar sesuai 

dengan standar internasional, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan 

memperkuat sistem perekonomian nasional (Limanseto, 2024).       
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Kebutuhan untuk melakukan harmonisasi kebijakan dalam negeri dengan prinsip-

prinsip OECD menjadi penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengikut dalam 

sistem global, tetapi juga memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan arah 

dan substansi kebijakan ekonomi internasional. Harmonisasi ini tentunya tidak sekadar 

bersifat administratif, tetapi menyentuh aspek substansial seperti reformasi regulasi, 

penegakan hukum dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai contoh 

nyata mengenai belum optimalnya harmonisasi kebijakan nasional dengan prinsip-

prinsip OECD dapat ditemukan dalam kebijakan ekspor pasir laut yang diatur melalui 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023. Kebijakan ini menuai kritik dari 

berbagai pihak karena dikeluarkan tanpa konsultasi publik yang memadai dan dianggap 

tidak mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kebijakan 

tersebut dinilai berpotensi merusak ekosistem laut dan bertentangan dengan prinsip 

pembangunan berkelanjutan yang juga menjadi bagian dari norma kebijakan OECD. 

Adanya kasus tersebut telah menunjukkan masih adanya kesenjangan antara praktik 

perumusan kebijakan di Indonesia dan standar tata kelola yang ingin dicapai melalui 

proses aksesi keanggotaan OECD (Juwana, 2024).        

Hubungan Indonesia dan OECD dimulai pada 2007 melalui program enhanced 

engagement yang membuka jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan panduan 

kebijakan dari negara-negara anggota OECD. Pada 2012, kerjasama ini diperkuat 

dengan Framework of Cooperation Agreement yang diperbarui setiap lima tahun. 

Framework tersebut dijalankan melalui Joint Work Program (JWP) yang fokus pada 

pembenahan kebijakan di bidang sosial, investasi, infrastruktur dan pengelolaan 

ekonomi (Jayadi, 2022). Pada tahun 2015, Indonesia menjadi semakin terhubung 

dengan OECD melalui pembukaan kantor perwakilan OECD di Jakarta. Melalui 

hubungan tersebut, Indonesia tidak hanya berpeluang memperbaiki kebijakan ekonomi 
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yang lebih baik di dalam negeri, tetapi juga meningkatkan posisi daya tawar politik 

sebagai satu satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara (Mulyana, 2023).   

Peran utama OECD sendiri adalah membantu anggotanya meningkatkan standar 

ekonomi global melalui panduan kebijakan dan mendukung tata kelola ekonomi yang 

lebih transparan dan efisien. Proses aksesi keanggotaan OECD sendiri bukanlah hal 

yang sederhana. Negara yang ingin bergabung harus melalui serangkaian penyesuaian 

kebijakan ekonomi yang mencakup isu perdagangan ekspor-impor, investasi, 

persaingan usaha, perpajakan, kebijakan fiskal dan moneter, penyelarasan standar 

pelaporan keuangan, reformasi kebijakan subsidi energi dan penguatan regulasi anti-

korupsi, tata kelola BUMN, peningkatan berbagi instrumen, hingga reformasi struktural 

lainnya (Kemenkeu, 2023). Proses aksesi ini selaras dengan upaya Indonesia untuk 

memperkuat regulasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah bisnis dan 

berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendukung pencapaian tujuan 

besar Visi Indonesia Emas 2045 (Limanseto, H., 2024).            

Indonesia sendiri telah resmi mengajukan aksesi keanggotaan OECD pada 14 Juli 

2023 dan menjadi perwakilan pertama dari Asia Tenggara yang diterima untuk proses 

aksesi pada 20 Februari 2024 (Dewi, 2024). Hingga kini, status aksesi Indonesia sejajar 

dengan negara lain seperti Argentina, Brazil dan Bulgaria dalam proses menuju 

keanggotaan penuh. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menjadi anggota penuh 

pada 2027, dengan berpedoman pada Peta Jalan Aksesi (Accession Roadmap) yang 

diberikan OECD pada Mei 2024 dalam pertemuan Ministerial Council Meeting di Paris 

(Wildan, 2024). Roadmap ini dirancang untuk membantu agar kebijakan ekonominya 

sejalan dengan standar internasional OECD. Selama proses aksesi, upaya Indonesia 

akan dievaluasi secara ketat oleh OECD untuk memastikan semua reformasi yang 

diperlukan berjalan sesuai dengan standar dan target yang telah disepakati.      
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Dalam forum internasional, Indonesia berperan sebagai bridge builder dalam 

menjembatani kepentingan antara negara maju dan berkembang serta rivalitas di antara 

kekuatan dunia (Mulyana, Dr. Yayan G. H., 2024). Peluang aksesi Indonesia ke OECD 

dapat membuka akses yang lebih luas terhadap pasar negara-negara anggota serta 

meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Dengan penyesuaian 

kebijakan yang sejalan dengan standar OECD, Indonesia berpotensi memperbaiki 

neraca perdagangan, terutama melalui peningkatan ekspor sektor prioritas seperti 

manufaktur, agribisnis dan produk berteknologi tinggi (kemendag RI, 2024). Hal ini 

dapat menjadi strategi untuk mendorong surplus perdagangan yang lebih konsisten 

sebagaimana terlihat dalam neraca perdagangan Indonesia - OECD pada 2019–2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kinerja Perdagangan Indonesia - OECD  

Sumber: (Kementerian Perdagangan, 2024) 

Berdasarkan data pada grafik, neraca perdagangan Indonesia dengan negara 

anggota OECD menunjukkan tren positif selama periode 2019 hingga November 2023. 

Nilai ekspor secara konsisten lebih tinggi daripada impor yang mengindikasikan 

surplus perdagangan pada setiap tahun. Peningkatan surplus terlihat jelas pada tahun 

2021 dan 2022 yang dimana neraca mencapai masing-masing 20,51 miliar USD dan 

31,02 miliar USD. Namun, pada periode Januari–November 2023, surplus menurun 
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cukup signifikan menjadi 14,29 miliar USD. Penurunan ini terjadi seiring dengan 

menurunnya nilai ekspor dari 100,47 miliar USD pada 2022 menjadi 76,61 miliar USD, 

meskipun impor tetap relatif stabil pada angka 62,31 miliar USD. Hal ini menunjukkan 

perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.  

 

Gambar 1.2 Ekspor Komoditas Primer Indonesia Ke Jepang, Korea Selatan dan AS 

Sumber: (Survei Ekonomi OECD, 2024) 

Ketegangan geopolitik global, terutama akibat invasi Rusia ke Ukraina, 

membawa dampak campuran bagi Indonesia. Di satu sisi, harga energi, pangan dan 

pupuk melonjak sehingga menekan daya beli masyarakat. Namun, di sisi lain, kenaikan 

harga komoditas unggulan seperti batu bara, CPO dan logam justru mendorong 

penguatan neraca perdagangan Indonesia. Meski perdagangan global melambat akibat 

konflik dagang negara besar, Indonesia masih diuntungkan berkat tingginya permintaan 

terhadap komoditas ekspornya (Kharina, 2022). Struktur ekspor Indonesia yang 

dominan berbasis sumber daya alam seperti batu bara, minyak sawit, bijih besi, emas 

dan nikel yang memberikan kontribusi besar dengan perhitungan indeks harga yang 

disesuaikan berdasarkan porsi ekspor tahun 2021. Selain itu, Indonesia relatif tidak 

terlalu terdampak oleh konflik Laut Merah dibandingkan negara Asia lain karena 

proporsi perdagangan dengan Eropa hanya sekitar 11% ekspor dan 5% impor (OECD, 
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2024). Dalam hal ini, arah kebijakan yang didorong oleh OECD menjadi relevan, 

khususnya dalam mendukung hilirisasi dan keberlanjutan ekspor komoditas.    

Surplus perdagangan yang berkelanjutan ini tidak hanya mencerminkan daya 

saing ekspor Indonesia di pasar global, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap 

perekonomian domestik. Kinerja positif neraca perdagangan berkontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor bersih yang merupakan salah satu 

komponen penting dalam perhitungan PDB. Untuk mendukung keberlanjutan, 

Indonesia perlu memperkuat cadangan devisa, menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil 

dan mengalokasikan anggaran yang lebih efektif untuk mendukung investasi di sektor-

sektor yang produktif dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi (OECD, 

2022). Langkah tersebut penting untuk memastikan ketahanan ekonomi Indonesia di 

tengah berbagai tantangan global, seperti fluktuasi harga komoditas dan tekanan 

ekonomi eksternal. Dengan stabilitas ekonomi yang terjaga, pemerintah dapat 

menciptakan lingkungan lebih kondusif bagi investasi (Kementerian Keuangan , 2024).  

 

Gambar 1.3 Pertumbuhan PDB di Indonesia 

Sumber: (OECD Economic Outlook, 2024) 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dengan kontribusi utama berasal dari 

konsumsi pemerintah, swasta, pembentukan modal dan ekspor bersih. Proyeksi 

pertumbuhan PDB sebesar 5,1% pada 2024 dan 5,2% pada 2025 menunjukkan 

pemulihan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan moneter 
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ketat yang diterapkan berhasil mengurangi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, 

seperti yang terlihat dari penurunan headline inflation dan kestabilan kurs rupiah 

terhadap dolar AS (Charlotte Edmond, 2024). Dalam aksesinya, reformasi kebijakan 

ekonomi dan tata kelola yang sejalan dengan standar internasional OECD, diyakini 

dapat meningkatkan investasi asing dan daya saing ekonomi Indonesia.      

Aksesi ke OECD tidak hanya membawa potensi dalam reformasi kebijakan dan 

tata kelola ekonomi untuk meningkatkan investasi asing dan daya saing, tetapi juga 

membuka peluang besar bagi sektor-sektor strategis, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian 

domestik. Dengan menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 61% terhadap PDB 

pada 2023 menjadikan UMKM sebagai peran vital dalam menopang ekonomi domestik 

(Dewi, 2024). Namun, berbagai tantangan seperti rendahnya daya saing produk, 

kebijakan pendampingan yang tidak terkoordinasi dan biaya logistik yang tinggi 

membatasi kontribusi UMKM terhadap ekspor yang saat ini hanya sebesar 15,7%. Hal 

ini disebabkan banyak UMKM yang belum terintegrasi dengan rantai pasok global, 

kurang memanfaatkan teknologi digital dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi 

standar kualitas internasional. Banyaknya hambatan tersebut menjadikan peran UMKM 

dalam mendorong ekspor ke negara-negara maju masih relatif kecil. 

Selain itu, yang dihadapi Indonesia dalam proses aksesi ke OECD terletak pada 

penyesuaian kebijakan domestik agar sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan 

OECD, terutama proses penyederhanaan regulasi yang membutuhkan revisi dengan 

melibatkan berbagai sektor dan kementerian untuk menghindari adanya tumpang tindih 

dan potensi konflik kebijakan (Kemendag RI, 2024). Indonesia perlu meningkatkan 

investasi di bidang sumber daya manusia dan penelitian serta pengembangan (R&D) 

untuk mendorong diversifikasi ekonomi melalui produksi barang dan jasa bernilai 
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tambah. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah harus dikurangi dengan 

memperkuat sektor yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing global. Namun, hal ini 

bukan tanpa tantangan, mengingat sebagian besar aktivitas ekonomi di Indonesia masih 

ditopang oleh sektor UMKM dan informal yang cenderung kurang mendapatkan 

manfaat langsung dari liberalisasi ekonomi (Parlinggomon, 2024).          

Dalam mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperkuat 

sektor yang berdaya saing global, Indonesia juga perlu memastikan kapasitas produksi 

dalam negeri mampu memenuhi permintaan pasar internasional, khususnya dari negara-

negara OECD. Peningkatan ekspor ke pasar ini membutuhkan investasi yang besar, 

baik dalam infrastruktur maupun teknologi untuk memperbesar kapasitas produksi. 

Dalam rangka meningkatkan kapasitas tersebut, investasi domestik akan mengalami 

peningkatan, dimana jika Indonesia bergabung dengan OECD, maka hal ini dapat 

mendorong pertumbuhan investasi domestik hingga 0,37% (Kemendag RI, 2024). 

Selain itu, membuka akses yang lebih luas terhadap Foreign Direct Investment (FDI) 

dapat mempercepat transformasi ekonomi melalui aliran modal, transfer teknologi dan 

penguatan jaringan global.      

Oleh karena itu, kepentingan Indonesia dalam keanggotaan OECD dianggap 

sebagai peluang utama untuk memperkuat legitimasi kebijakan domestik dan 

mempercepat reformasi struktural guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Di 

tengah tuntutan global terhadap tata kelola ekonomi yang transparan, akuntabel dan 

berbasis bukti, OECD menawarkan kerangka kebijakan yang dapat menjadi acuan 

dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, integritas fiskal, serta daya saing investasi 

(Sukmawati, 2023). Selain itu, posisi Indonesia sebagai satu-satunya negara ASEAN 

yang sedang dalam proses aksesi menandai upaya diplomatik yang penting untuk 

memperluas peran dalam tatanan ekonomi global. Proses aksesi yang dimulai sejak 
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Januari 2023 telah memasuki tahap tinjauan teknis lintas sektor oleh 26 komite OECD, 

dengan evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan nasional terhadap lebih dari 200 

instrumen hukum organisasi tersebut (OECD, 2023). Keikutsertaan penuh nantinya 

diproyeksikan mampu memperkuat kepercayaan investor dan membuka akses terhadap 

jejaring pengetahuan kebijakan tingkat tinggi.   

 

Gambar 1.4 Dampak Investasi Indonesia dan Negara OECD 

Sumber: (Kementerian Perdagangan RI, 2024) 

Namun, walaupun salah satu potensi keuntungannya adalah meningkatnya minat 

investasi langsung (foreign direct investment atau FDI) yang dapat membuka akses 

lebih luas bagi Indonesia untuk menarik investor asing (Ulya Khasanah, 2023). Hal ini 

sekaligus menjadi kekhawatiran karena aksesi ini juga menuntut Indonesia untuk 

meliberalisasi berbagai undang-undang, terutama yang terkait dengan perizinan, 

persaingan usaha dan perdagangan. Liberalisasi ini berpotensi memperbesar kebebasan 

perdagangan, tetapi juga dapat memperkecil perlindungan terhadap usaha lokal, 

termasuk UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.       

Selain itu, terdapat risiko bahwa keanggotaan Indonesia di OECD dapat 

menyebabkan hilangnya special and differentiated treatment (S&DT) dalam berbagai 

perundingan internasional yang selama ini memberikan keuntungan bagi negara 

berkembang seperti Indonesia (Cahyaningrum, D., 2023). Kekhawatiran negara 



    

10 
 

berkembang terkait penerapan ketentuan (S&D) treatment tidak hanya muncul karena 

keterbatasan kemampuan suatu negara, tetapi juga karena ketidakmampuan ketentuan 

S&D untuk ditegakkan secara hukum. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam 

implementasi kebijakan tersebut. Tidak mengikatnya ketentuan S&D secara hukum 

mengakibatkan negara berkembang tidak dapat memaksa negara maju untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban tertentu dan pada saat yang bersamaan mereka juga tidak mampu 

memperjuangkan hak-hak mereka berdasarkan ketentuan S&D (Hasanie, 2020). 

Tantangan lainnya termasuk kebutuhan anggaran besar untuk memenuhi 

komitmen sebagai anggota dan potensi dampak negatif seperti akuisisi lahan oleh 

investor asing atau prioritas yang lebih besar pada perusahaan skala besar dibandingkan 

UMKM. Kontribusi sebagai full member akan dihitung menggunakan skala penilaian 

yang berbeda dari metode yang diterapkan di PBB. OECD dalam menentukan 

kontribusi keanggotaan akan dihitung berdasarkan jumlah populasi penduduk dan PDB. 

Oleh karena itu, meskipun keanggotaan OECD menawarkan peluang besar seperti 

peningkatan FDI, Indonesia perlu memastikan bahwa reformasi kebijakan yang 

dilakukan tetap mendukung keberlanjutan ekonomi lokal dan memberikan manfaat bagi 

seluruh lapisan masyarakat (Sekretariat Kabinet RI, 2024).           

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah penulis dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana Kebijakan Ekonomi Indonesia Dalam Proses Aksesi 

Ke Organisation For Economic Co-Operation and Development (OECD)?”  

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Objektif 

a. Untuk menganalisis kebijakan ekonomi Indonesia dalam proses aksesi ke 

OECD serta pengaruhnya terhadap perekonomian domestik. 
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1.3.2 Tujuan Subjektif  

a. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana di program 

studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sriwijaya.  

b. Memperluas teori dan aplikasinya khususnya dalam bidang kajian Ilmu 

Hubungan Internasional.   

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengkaji efektivitas 

kebijakan ekonomi yang diadopsi Indonesia dalam proses aksesi.  

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya ataupun penelitian serupa dalam studi lanjut.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi dosen, 

mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Sriwijaya terkait dampak aksesi OECD terhadap perekonomian Indonesia. 

b. Penelitian ini diharapkan membantu pihak-pihak terkait, seperti pembuat 

kebijakan dan pelaku usaha dalam memahami tantangan serta peluang yang 

muncul dari keanggotaan OECD.  
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